
 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  

NOMOR 14 TAHUN 2010  

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

KABUPATEN MANGGARAI 

TAHUN 2005–2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MANGGARAI, 

 
Menimbang 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai 

memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah yang akomodatif, aspiratif dan dinamis untuk menentukan 

arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan secara bertahap selama 20 tahun, demi 

terwujudnya masyarakat Kabupaten Manggarai yang makmur 

sejahtera, maju, adil dan berkelanjutan sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

 
d. 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 
 

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Mangarai  Tahun  2005-2025  merupakan Dokumen 

Perencanaan Daerah yang memberikan arah dan pedoman 

sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pengelolaan pembangunan 

yang hendak dicapai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun  ke 

depan; 

  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Manggarai Tahun 2005–2025; 

 
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355 ); 

 
 



 
 

 5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. 

 

 

 

 
10. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 



 
 

11. 

 

 

 

 
12. 

 

 

 
13. 

 

 

 

  
14. 

 

 

 

 
15. 

 

 

 

 
16. 

 

 

 

 
17. 

 

 

 

 
 
 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan  

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3373 ); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4405); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
 
 



 
 

18. 

 

 

 

 

 
19. 

 

 

 

 

 
20. 

 

 

 

 
21. 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

 
Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008  tentang Evaluasi 

Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 

 

 



 
 

24. 

 

 

 

 

 
25. 

 

 
26. 

 

 

 

 

 

 
27. 

 

 

 

 

 

 
28. 

 

 

 

 

 
29. 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

 
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 

2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 

058); 

 
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 001 

Seri E Nomor 001); 

 



 
 

30. 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MANGGARAI 

dan 

BUPATI MANGGARAI 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 

TAHUN 2005-2025. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.  

3. Bupati adalah Bupati Manggarai.   

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.  

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang 

selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 



 
 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi untuk periode  20 (dua puluh) 

tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 

2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 

2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut 

RPJM Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk 

periode 5 (lima) tahunan. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi adalah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai yang 

selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 
BAB II  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

 
Pasal 2 

RPJPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, terhitung mulai tahun 2005 

sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 3 

 
Penjabaran dari RPJPD akan ditindaklanjuti dalam RPJMD. 



 
 

Pasal 4 

 

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan dalam penyusunan 

RPJMD yang memuat visi, misi dan Program Bupati. 

 

Pasal 5 

 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari 

kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah 

pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun 

pertama pemerintahan Bupati periode berikutnya. 

 
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk 

menyusun APBD tahun pertama pemerintahan Bupati periode berikutnya. 

 

BAB  III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 6 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD. 

 
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 7 

 
Pada saat  Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Manggarai Tahun 2005–2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2006  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 



 
 

Manggarai Tahun 2005–2010 yang merupakan RPJMD tahap pertama, masih tetap 

berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. 

 
     

 

 BAB  V 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. 

 
           Ditetapkan di Ruteng  

           pada tanggal 16 Juni 2010          

 

BUPATI MANGGARAI, 

 

 

CHRISTIAN ROTOK 

Diundangkan di Ruteng 

pada tanggal 16 Juni 2010                        

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, 

 

 

PAULUS P. BERO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 

TAHUN 2010 NOMOR 14  

 

 

 

 

 

 



 
 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
 

NOMOR 14 TAHUN 2010  
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN MANGGARAI 

TAHUN 2005–2025 
 

I. UMUM  

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi ialah otonomi seluas-

luasnya.   Otonomi seluas-luasnya diartikan  sebagai daerah diberi kewenangan 

mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi 

urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan 

untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan 

pendekatan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan Pemerintah 

Daerah dan Masyarakat di daerah untuk memberdayakan diri sekaligus diberi 

tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dan luas untuk mempercepat laju 

pembangunan di daerahnya melalui kebijakan otonomi daerah yang mendorong 

terjadinya perubahan–perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun 

kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

masyarakatnya. Pemerintahan daerah juga memiliki kewenangan yang lebih 

besar dalam melaksanakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan 

perencanaan demi menjamin keselarasan pembangunan antar wilayah tanpa 

mengurangi kewenangan yang diberikan. 

 



 
 

Pemerintah bersama masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab 

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, maka untuk mewujudkannya 

pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

bersifat terpadu berdasarkan tingkat keberagaman masyarakat dan karakteristik 

geografis yang unik. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan 

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan, untuk menyatakan bahwa 

sistem perencanaan pembangunan menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh 

unsur penyelenggara Negara dengan masyarakat di daerah. 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam Pasal 4 menyebutkan 

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai 

penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah 

pembangunan nasional. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat 

hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan 

Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan.  

 

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 

Pemerintah menetapkan pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 sebagai Wujud 

konkritisasi penyusunan konsep visi, misi dan program / kegiatan pembangunan 

jangka panjang dan berkelanjutan di Indonesia.  Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)  

mengamanatkan RPJP Nasional menjadi acuan Visi, Misi dan arah 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Kabupaten, selanjutnya 

RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.  

 

Mengacu pada beberapa regulasi di atas, maka Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun sebagai bagian dari rencana yang 

bersifat visioner dan hal-hal mendasar secara sistematis untuk 20 tahun ke 

depan yaitu 2005–2025. Walaupun realitasnya pembangunan jangka menengah 

daerah tahun 2005–2010 (RPJMD Tahap I) telah berjalan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana 



 
 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Manggarai Tahun 2005-2010. Hal ini dikarenakan RPJPD harus mengacu pada 

RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi. RPJP Nasional ditetapkan pada tahun 

2007, sedangkan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan tahun 2008.   

    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun pada 

masing-masing periode, sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah 

terpilih yang memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, 

kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

 
Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Manggarai 2005-2025 

terdiri dari 5 Bab dan 8 Pasal yang memuat pengertian-pengertian, isi RPJP 

Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, serta 

lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah tentang RPJP Daerah 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah 

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : 

 
Pasal 1    

 Cukup jelas.         

            
Pasal 2   

 Cukup jelas. 

 
Pasal 3   

 Periodesasi dari RPJMD yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

 Pertama  : RPJMD Tahun 2005-2010 

  Kedua  : RPJMD Tahun 2011-2015 

  Ketiga  : RPJMD Tahun 2016-2020  

  Keempat : RPJMD Tahun 2021-2025  



 
 

Pasal 4  

 Cukup jelas. 

 
Pasal 5  

 Cukup jelas. 

 
Pasal 6   

 Cukup jelas. 

 
Pasal 7   

 Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BUPATI MANGGARAI 

 
 

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI 

NOMOR  :  HK/ 146.a /2010 

 
TENTANG 

 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  

NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2005 - 2025 

 
BUPATI MANGGARAI, 

 

Menimbang      : a. 

 

 

 

 
 

b. 

 

 

 

 

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025, telah 

ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2010, maka perlu segera 

dilaksanakan; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

Manggarai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Manggarai Tahun 2005-2025; 

 
Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

 



 
 

2. 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 
 
 



 
 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 
10. 

 

 

 

 

 
11. 

 

 

 

 
12. 

 

 

 

 
 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana  telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438);  

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan  Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

 
 
 



 
 

13. 

 

 

 

 
14. 

 

 

 

 
15. 

 

 

 

 

 
16. 

 

 

 

 
17. 

 

 

 

 
18. 

 

 

 

 

 
19. 

 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3373); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



 
 

 

 

 
20. 

 

 

 

 

 
21. 

 

 

 

 

 

 
22. 

 

 

 

 
23. 

 

 

 

 
24. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664); 

 
Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneisa 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008  tentang Evaluasi 

Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

 
 
 
 



 
 

25. 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

 
27. 

 

 

 

 

 

 
28. 

 

 

 

 

 
29. 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-014; 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 

Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan 

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 

Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 – 2020 (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E 

Nomor 058); 

 
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

2005 Nomor 001 Seri E Nomor 001); 

 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 

12); 

 



 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : 

 

KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005–2025. 

 

KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk 

mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Manggarai. 

 

KETIGA : Menunjuk  Kepala Badan Perencana pembangunan Daerah  

Kabupaten Manggarai untuk  : 

a. melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud; 

b. membuat peraturan dan petunjuk tekhnis pelaksanaan Peraturan 

Daerah dimaksud bila dipandang perlu; 

c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Manggarai. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka 

akan ditinjau kembali. 

 

Ditetapkan di Ruteng 

Pada tanggal 17 Juni  2010 

 

BUPATI MANGGARAI, 

 

 

CHRISTIAN ROTOK 

 

 


